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PERATURAN WALI KOTA BOGOR 

NOMOR  15  TAHUN  2019 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI                                         
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BOGOR, 
 

Menimbang : bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25, 
Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33,                       
dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9                    
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012                 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 5049); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang   Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik   Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (Lembaran   Negara   Republik   
Indonesia   Tahun   2014 Nomor 221); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7              
Seri E); 

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6                 
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bogor 
Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Bogor  Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota 
Bogor Tahun 2015 Nomor 1 Seri C);  



3 
 

7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7    
Tahun 2016 tentang Pembentukan                       
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 
Nomor 1 Seri D);   

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN 
MENDIRIKAN BANGUNAN. 

 
 

BAB  I   
KETENTUAN UMUM 

 
Bagian  Kesatu 

Pengertian 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bogor. 

5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kota Bogor. 

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah.   
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7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,  yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan.  

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan.  

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 
pedalaman dan/atau laut. 

11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya 
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam 
tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia 
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya, maupun kegiatan khusus. 

12. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil 
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 
dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan 
untuk tempat hunian atau tempat tinggal.  


